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Abstrak: Quo Vadis Kepatuhan Pajak? Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi, menilai, dan memberikan interpretasi hasil penelitian 
kualitatif tentang kepatuhan pajak. Metode yang dijadikan alat analisis 
adalah meta sintesis terhadap sejumlah temuan dalam penelitian kua­
litatif mengenai kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan per­
lunya menciptakan model ketaatan pajak yang berkomitmen. Komitmen 
menjadi landasan wajib pajak dan otoritas pajak mengemban bagian 
peran dan kewajiban masing­masing secara proporsional. Kepatuhan 
pajak dengan komitmen akan mendukung pengumpulan pajak berbasis 
self assessment, yang meletakkan kewenangan penuh kepada wajib pa­
jak untuk menjalankan ketentuan perpajakan sendiri secara sukarela.
 
Abstract: Quo Vadis The Tax Compliance? This study aims to identify, 
assess and interpret the results of qualitative research on tax compliance. 
The method used as an analytical tool is meta-synthesis of a number of 
findings in qualitative research regarding tax compliance. The results of 
this study explain the need to create a committed tax compliance model. 
Commitment becomes the basis of taxpayers and tax authorities to carry 
out part of their respective roles and obligations proportionally. Tax com-
pliance with a commitment will support the tax collection based on self as-
sessment, which places full authority on taxpayers to carry out their own 
taxation terms voluntarily.
Kata kunci: kepatuhan pajak, self assessment, ketentuan perpajakan
Pemerintah mengimplementasikan kon­ 
sep kepatuhan sukarela (voluntary compli-
ance) dalam sistem perpajakan. Kepatuh­
an sukarela ini melandasi berjalannya 
sistem pemungutan pajak self assessment. 
Sistem pemungutan pajak tersebut membe­
rikan porsi besar kepada wajib pajak un­
tuk memenuhi kewajiban perpajakan ber­
dasarkan undang­undang dan ketentuan 
pelaksanaan nya dengan tidak bergantung 
pada suatu penetapan untuk menghitung, 
membayar, dan memberikan pelaporan pa­
jak terutang. Kemandirian dalam melak­
sanakan kewajiban perpajakan bertujuan 
untuk memba ngun kesadaran dan perilaku 
patuh pajak dalam menjalankan kewajiban 
perpajakan tanpa ada paksaan dari petugas 
pajak. Meskipun dianggap sistem pemu­
ngutan pajak yang paling ideal, otoritas pe­
mungut pajak di Amerika yaitu Internal Re-
venue Service (IRS) menyadari bahwa sistem 
self assessment mempunyai kelemah an 
karena wajib pajak dapat bertindak tidak 
jujur. Oleh karena itu, untuk mengatasi 
kelemahan tersebut, IRS menciptakan berb­
agai mekanisme pencegahan kecurangan 
pajak de ngan memberikan sanksi perdata 
dan pidana serta mengintensifkan pemerik­
saan pajak sebagai antisipasi tindakan ke­
curangan wajib pajak sekaligus mendukung 
keberhasilan self assessment (Ceccato & 
Benson, 2016; Evertsson, 2016; Levi, 2015; 
Mitchell & Stratmann, 2016). 
Sistem self assessment dalam pandang­
an wajib pajak bisa saja merupakan suatu 
kesempatan untuk melakukan kecurangan 
karena wajib pajak melaksanakan kepatuh­
an pajaknya sendiri, meskipun ketentuan 
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undang­undang perpajakan mengatur sank­
si administrasi dan pidana atas tindakan 
kecurangan wajib pajak. Namun, anggapan 
bahwa pajak adalah beban tetap dapat mem­
pengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. 
Misalnya beberapa peneliti (Doerrenberg & 
Duncan, 2014; Kar &  Banerjee, 2018; Mar­
riott, 2017; Robbins & Kiser, 2018; Weerase­
kera, 2018) yang menggunakan pendekat­
an perilaku ekonomi menjelaskan bahwa 
wajib pajak mempertimbangkan ekspektasi 
terhadap utilitas atau manfaat dari peng­
hindaran pajak yang diperoleh dengan cost 
yang akan dibayarkan sebagai sanksi atas 
ketidakpa tuhan mereka. Bahwa sanksi kare­
na ketidak patuhan tidak menjadi halangan 
sepanjang manfaat karena ketidakpatuhan 
tersebut lebih besar jumlahnya.
Diakui sulit memahami perilaku ke­
patuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuk­
tikan melalui banyak penelitian yang men­
coba menyelidiki perilaku wajib pajak dari 
berbagai perspektif. Misalnya voluntary law 
enforcement atau pendekatan kepatuhan 
hukum berdasarkan sanksi untuk mengan­
tisipasi tingginya tingkat ketidakpatuhan 
wajib pajak (Balafoutas, Beck, Kerschbamer, 
& Sutter, 2015; Hung, 2017; Kafkalas, Ka­
laitzidakis, & Tzouvelekas, 2014; Malkawi & 
Haloush, 2008). Kajian perspektif tersebut 
belum dapat dianggap ideal untuk memaha­
mi perilaku wajib pajak, karena masih me­
nempatkan wajib pajak sebagai pihak yang 
patut dipersalahkan karena tindakan keti­
dakpatuhan mereka. 
Penelitian sebelumnya merupakan pe­
nelitian tunggal (individual study), yang be­
lum dapat secara komprehensif menguak 
persoalan mengenai kepatuhan pajak da­
lam sistem self assessment yang beranjak 
dari berbagai perspektif. Sebagai pembeda, 
penelitian ini menggunakan pendekatan 
systematic review yang masih jarang digu­
nakan sebagai pendekatan penelitian untuk 
mengeksplorasi lebih mendalam mengenai 
permasalahan kepatuhan wajib pajak. Ke­
baruan penelitian ini terletak pada proses 
sintesis yang dilakukan bukan atas feno­
mena tunggal melalui hasil penelitian indivi­
du, melainkan dari berbagai hasil penelitian 
yang relevan untuk menyajikan fakta yang 
lebih menyeluruh. 
Alm, Bruner, & McKee (2016) dan Phil­
lips (2014) mengusulkan agar penelitian­pe­
nelitian tunggal tersebut dapat berkontribu­
si menghasilkan kebijakan yang bermanfaat, 
perlu dilakukan proses sintesis yang dise­
but dengan systemtic review. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, 
dan menginterpretasi temuan­temuan pada 
suatu topik penelitian kualitatif tentang 
kepatuhan wajib pajak untuk mendapat­
kan esensi dalam rangka membangun mo­
del kepatuhan wajib pajak yang mendukung 
self assessment. Hasil penelitian ini dapat 
berkontribusi dalam menyajikan kebijak­
an kepatuhan pajak yang dibangun oleh 
fakta­fakta komprehensif, empiris, dan ber­
imbang dengan metode metasintesis. Ber­
dasarkan latar belakang dalam penjelasan 
sebelumya, penelitian ini fokus pada per­
soalan menciptakan model kebijakan yang 
re levan yang bertujuan meningkatkan peri­
laku patuh wajib pajak melalui elaborasi pe­
nelitian­penelitian tunggal.
METODE
Kemunculan metasintesis di identifikasi
akibat adanya kekhawatiran mengenai ke­
munduran dalam perkembangan peneli­
tian­penelitian kualitatif. Saat itu Sande­
lowski, Docherty, & Emden (1997) menya­
dari kurangnya usaha untuk “mengumpul­
kan” hasil­hasil penelitian kualitatif yang 
sebenarnya memiliki implikasi penting bagi 
pengembangan pengetahuan dan peman­
faatan dalam bidang keperawatan yang ber­
basiskan pada bukti. Oleh karena itu, ada 
upaya untuk menempatkan hasil­hasil pe­
nelitian kualitatif menjadi satu “to put toge-
ther”. 
Erwin, Brotherson, & Summers (2011) 
mendefinisikan metasintesis kualitatif se­
 bagai pendekatan yang koheren untuk 
meng analisis data di seluruh studi kuali­
tatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi 
pertanyaan penelitian tertentu dan kemu­
dian mencari, memilih, menilai, meringkas, 
dan menggabungkan bukti kualitatif un­
tuk menjawab pertanyaan penelitian. Col­
li & Colpan (2016), Essen, Carney, Geda­
jlovic, & Heugens (2015), Khechine, Lakhal, 
& Ndjambou (2016), dan Wang, Zhao, Li, 
&Li (2015) menjelaskan bahwa metasinte­
sis kualitatif berhubungan dengan ide serta 
cara berpikir tentang dunia dan tantangan­
nya yang berbeda­beda. Metasintesis dapat 
digunakan untuk memberikan pemahaman 
yang lebih mendalam tentang permasalahan 
atau sebuah fenomena. Hasil dari pendekat­
an metasintesis adalah suatu pengetahuan 
baru, baik dalam teori, metodologi, mau­
pun analisis data (Edwards & Kaimal, 2016; 
Haddaway & Rytwinski, 2018; Yahyapour, 
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Shamizanjani, & Mosakhani, 2015). Dapat 
dikatakan bahwa pendekatan metasintesis 
berangkat dari upaya untuk mendapatkan 
pengetahuan baru berdasarkan hasil peneli­
tian­penelitian sebelumnya. Oleh karena itu 
dapat disebutkan bahwa metasintesis ada­
lah pendekatan berbasiskan bukti (evidence 
based). 
Metasintesis mencari pola dan benang 
merah dalam topik atau masalah tertentu 
untuk memperdalam pemahaman berba­
sis bukti. Metasintesis bukanlah penelitian 
studi literatur, bukan juga analisis data 
sekunder, melainkan penelitian kualitatif 
yang mengakumulasi dan menginterpretasi 
temuan penelitian kualitatif lainnya (Eisend, 
2015; Griffith, Nolder, & Petty, 2018; Pola­
nin, Hennessy, & Tanner­Smith, 2017). Tu­
juan metasintesis adalah menginterpreta­
si sehingga bukan bersifat deduktif dalam 
rangka memahami dan menjelaskan feno­
mena dalam penelitian­penelitian kualitatif 
(Bai, Du, & Solarino, 2018; Johnston, Le, & 
CHeng, 2018). 
Siswanto (2010) memaparkan enam 
tahapan analisis data dalam metasintesis, 
yaitu memformulasikan permasalahan pe­
nelitian (formulating the review question), 
eksplorasi literatur (conducting a system-
atic literature search), penelusuran maka­
lah­makalah penelitian yang sesuai (screen-
ing and selecting appropriate research arti-
cles), analisis dan sintesis penemuan dalam 
penelitian kualitatif (analyzing and synthe-
sizing qualitative), melaksanakan pengen­
dalian kualitas (maintaining quality control), 
dan mengorganisasi penulisan hasil pene­
litian akhir. Dalam penjelasan sebelumnya 
fokus analisis pada metode metasintesis diti­
tikberatkan pada analisis dan interpretasi 
hasil dalam penelitian kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah memformulasi pertanyaan pe­
nelitian dalam bagian pendahuluan, tahap­
an berikutnya adalah melakukan pencari­
an skrining dan seleksi artikel penelitian 
yang relevan. Tidak mudah mencari dan 
mengumpulkan penelitian mengenai peri­
laku kepatuh an wajib pajak menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode inter­
pretif, fenomenologi, atau pendekatan pene­
litian kualitatif lainnya. Pencarian artikel pe­
nelitian menggunakan mesin pencari www.
google.com dengan kata kunci kualitatif, 
kepatuhan wajib pajak, fenomenologi, dan 
interpretif. 
Ferasso, Takahashi, & Gimenez (2018) 
menggunakan kriteria eksklusi untuk 
mengeluarkan penelitian­penelitian yang ti­
dak sesuai secara konseptual dengan objek 
penelitian. Penelitian ini juga melakukan 
penyaringan awal sehingga menemukan 25 
hasil penelitian yang signifikan dengan tema 
kepatuhan. Hasil penelitian baik artikel ilmi­
ah maupun tugas akhir tersaji melalui infor­
masi di Tabel 1. 
Hasil kategorisasi data. Tahapan 
analisis data berikutnya adalah melakukan 
analisis dan sintesis temuan­temuan kuali­
tatif. Tahapan awal dalam analisis sintesis 
dilakukan dengan cara mengelompokkan 
data berdasarkan fokus penelitian sekaligus 
melakukan reduksi dan kategorisasi data 
terhadap masing­masing sesuai dengan 
fokus penelitian. 
Ferasso, Takahashi, & Gimenez (2018) 
menggunakan rangkaian proses, yaitu data 
reduction, untuk mendapatkan pernyata­
an­pernyataan yang mempunyai makna 
sama dalam setiap hasil penelitian, interrelat-
ed data, yaitu proses menggabungkan hasil 
reduksi data sebelumnya untuk mendapat­
kan koherensi­koherensi antar pernyataan 
yang akan mewakili tema. Sementara itu, 
tahap terakhir adalah synthesized data, 
proses akhir yang digunakan untuk memba­
ngun dan menyatukan gagasan, data yang 
terbentuk dalam proses sistesis sebelum­
nya untuk mendapatkan suatu pemaknaan 
tunggal. Urquhart & Yeoman (2010) menye­
derhanakan proses sintesis dengan aktivitas 
membandingkan dan mengontraskan antar­
hasil penelitian dengan mempertimbangkan 
situasi­situasi yang menyertai. Proses re­
duksi dan kategorisasi dilakukan berdasar­
kan kelompok kesamaan dan perbedaan da­
lam hasil penelitian seperti disajikan dalam 
Tabel 2. 
Tabel 2 menjelaskan hasil temuan da­
lam penelitian­penelitian kualitatif yang rel­
evan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil 
penelitian tersebut pada intinya memotret 
lingkungan sistem perpajakan dan situasi 
yang dialami oleh wajib pajak. Sistem perpa­
jakan mempunyai tiga unsur utama yang me­
mainkan peranan penting bagi keberhasilan 
pemungutan pajak, yaitu kebijakan perpaja­
kan (tax policy), ketentuan perpajakan (tax 
laws), dan bagaimana penatausahaan per­
pajakan (tax administration) (Abdel Mowla, 
2012; Benk, Budak, Püren, & Erdem, 2015). 
Hasil­hasil penelitian dalam Tabel 
1 secara umum berhasil mengidentifika­
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Tabel 1. Sumber Data Penelitian
No. Topik Penelitian Nama Peneliti
1. Pemahaman Pajak dan Dampaknya dari Sudut Pandang
Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Studi Interpretif 
Mutiah, Harwid, & Kurniawan (2011)
2. Mendapatkan Pemaknaan Pajak dan Pengaruhnya bagi
UMKM Berdasarkan Pendekatan Interpretif. 
Aliyah (2014)
3. Memahami Perilaku Wajib Pajak dari Perspektif Petugas
Pajak dan Konsultan Pajak: Sebuah Studi Kualitatif
Saputra (2013)
4. Penafsiran Pajak dan Implikasinya bagi Wajib Pajak Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sukaharjo
Adila (2015)
5. Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Kesadaran dan Keadilan
(Studi pada UMKM di Surabaya)
Devita (2015)
6. Kendala dalam Perluasan Subjek dan Objek Pajak di
Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Sesudah Pemberlakuan
Peraturan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu
Putri & Satyawan (2016)
7. Menyelami Fakta Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Klaudia, Riwayanti, & Aminatunnisa 
(2017)
8. Intepretasi Pajak dan Implikasinya dalam Kaca Mata Wajib
Pajak Pemilik Industri Kategori Omzet Tertentu
Mukaromah (2012)
9. Fenomenologi Praktik Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak
Badan
Farida, Ludigdo, & Irianto (2014)
10. Ketidaktaatan Pembayar Pajak: Potret Sistem Pemungutan
Pajak self assessment
Diamastuti (2017)
11. Pendekatan Kualitatif WPOPPT untuk Melaksanakan
Kewajiban PPh): Studi Kasus pada Pelaku Perdagangan
Online
Puspawati (2016)
12. Pandangan Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada
UMKM
Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015)
13. Definisi Pungutan Pajak dan Retribusi dalam Pandangan
Wajib Pajak Pedagang Eceran
(Sugiono, Ludigdo, & Baridwan, 2015)
14. Tindakan Mitra Binaan dalam Mengambil Sikap Mengenai
Implementasi Ketentuan Perpajakan untuk Pengusaha
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi pada Mitra
Binaan PT. Semen Indonesia (Persero) 
Diamastuti & Prastiwi (2015)
15. Pendekatan Interpretif untuk Mendalami Perilaku
Kesulitan dalam Menggunakan Pembayaran Otomatisasi
Yusdita (2017)
16. Karakter WPOP dalam Penggunaan Pelaporan Berbasis
Aplikasi Berdasarkan Studi Fenomenologi 
Setiawan, Alimuddin, & Said (2017)
17. Sudut Pandang UMKM terhadap Kecenderungan Terjadinya
Kesepakatan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013
F. Kurniawan (2015)
18. Pegawai Pajak sebagai AR dalam Menjembatani Ketaatan
Pembayar Pajak Melaksanakan Ketentuan Perpajakan
Puspasari, Puspita, & Paramitha (2017)
19. Makna Pajak dan Konsekuensinya dalam Pandangan
Pengusaha Pembayar Pajak dengan Peredaran Bruto
Kurang dari Rp4.8 Miliar 
Andika (2016)
20.
21. Mengapa Pembayar Pajak Mengikuti Amnesti Pajak? Setyaningsih & Okfitasari (2016)
22. Menyingkap Tabir Realitas Tax Amnesty Ramadan & Afiqoh (2018)
23. Ada Apa Setelah Wajib Pajak Mendapatkan Pengampunan
Pajak
Okfitasari, Meikhati, & Setyaningsih 
(2017)
Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pajak Usaha Kecil
Menengah (UKM) pada Rumah Makan Palupi 
R. Kurniawan (2014)
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Tabel 2. Hasil Sintesis dan Pembentukan Kategori Awal
No. Hasil Temuan Penelitian Hasil Kategori Awal
1. Ketentuan perpajakan bervariasi dan kompleks
2. Kesederhanaan administrasi pajak
3. Membayar pajak merepotkan dan menambah beban pekerjaan
4. Peraturan pajak dapat menimbulkan kesalahan dan kesalahpahaman
5. Kekhawatiran dalam menghitung pajak 
6. Penggunakan teknologi dalam sistem administrasi pajak menambah
kerumitan administrasi pajak
7. Selalu membutuhkan pendampingan dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan
8. Ketentuan tax amnesty sulit dipahami
9. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang bersumber
dari penerimaan pajak rendah
10. Dari sisi agama, penggelapan pajak dianggap tindakan yang dapat
dibenarkan, karena fakta yang ada, para oknum pejabat publik dianggap
telah meyalahgunakan kewenangan penggunaan uang masyarakat.
11. Tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak rendah
12. Kepastian pengelolaan dana hasil pengampunan pajak
13. Ketidakpatuhan wajib pajak
14. Manfaat pembayaran pajak belum dirasakan Daya tukar pemerintah lemah
15. Lebih rela membayar sumbangan atau zakat Tidak rela membayar pajak
16. Wajib pajak memahami pajak sebagai kewajiban, tetapi tidak
mengetahui hak sebagai wajib pajak
17. Sosialisasi dan edukasi untuk wajib pajak minim
18. Wajib pajak merasakan menjalankan kewajiban sendiri tanpa
pendampingan
19. Pengetahuan pembayar mengenai ketentuan perpajakan rendah
20. Penegakan hukum lemah
21. Banyak wajib pajak besar yang tidak membayar pajak 
22. Sanksi pajak masih dapat dinegosiasi
23. Kepatuhan pajak berdasarkan perhitungan untung rugi
24. Ikut tax amnesty hanya untuk menghindari denda dan sanksi masa
lalu
25. Membayar pajak mengikuti wajib pajak lainnya
26. Peraturan perpajakan tidak memahami kondisi bisnis pengusaha yang
menjadi pembayar kewajiban negara
28. Pajak memberatkan dan dianggap mengurangi keuntungan perusahaan
29. Peraturan pajak yang tidak adil dapat merugikan wajib pajak
30. Tidak memberikan keringanan padahal wajib pajak mengalami
kerugian
31. Pajak adalah beban yang memberatkan usaha wajib pajak
32. Memperbaiki kinerja pegawai pajak dari segi pelayanan ataupun mental
34. Pajak adalah sumber penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat
bersama
35. Membayar pajak menghapus stigma negatif Pedagang Kaki Lima 
Kinerja layanan petugas pajak masih rendah.
33. Pelayanan petugas pajak kurang baik
Membayar pajak adalah wujud tanggung jawab sosial, 
alat kepatuhan, dan bakti kepada negara
Wajib pajak tidak memahami ketentuan perpajakan 
yang dianggap kompleks sehingga menimbulkan 
ketidakpastian dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan.
Ketidakpercayaan kepada pemerintah karena kinerja 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 
penerimaan pajak rendah dengan adanya korupsi yang 
dilakukan oleh pejabat publik
Akses informasi wajib pajak minim, kinerja sosialisasi 
dan edukasi dari petugas pajak belum maksimal.
Penegakan hukum belum merata untuk semua wajib 
pajak dan ada kesan tebang pilih
Kebijakan perpajakan yang diambil tidak memahami 
praktik bisnis perusahaan
27. Peraturan PPh final 1% untuk wajib pajak dengan omzet usaha tertentu
dianggap belum memenuhi unsur keadilan
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si tanggap an wajib pajak ketika mereka 
menjalankan hak dan kewajiban perpa­
jakan termasuk motivasi mengikuti pro­
gram pengampuan pajak. Secara umum 
berbagai studi dalam Tabel 1 menunjuk­
kan kesamaan dalam menangkap esen­
si pengalaman wajib pajak dalam melak­
sanakan kewajiban perpajakan yang ber­
dampak pada perilaku kepatuhan mereka. 
Hasil sintesis satu: identifikasi ham-
batan dalam ber-self assessment wajib 
pajak. Temuan penelitian­penelitian dalam 
Tabel 1 tidak saja menyoroti sistem per­
pajakan yang dianggap masih harus terus 
menerus ditingkatkan, melainkan juga me­
nyoroti kinerja pemerintah dalam mengelola 
penerimaan pajak. Pada dasarnya pemba­
yaran pajak wajib pajak tidak mendapatkan 
kompensasi yang langsung dapat ditunjuk, 
tetapi wajib pajak memahami bahwa peneri­
maan pajak digunakan untuk membiayai 
sarana dan parasaran umum. Atas dasar 
inilah wajib pajak mengkritisi bahwa kiner­
ja pemerintah dalam hal penyediaan sarana 
dan prasarana masih harus ditingkatkan 
sehingga kompensasi pembayaran pajak 
tersebut dapat dirasakan oleh wajib pajak. 
Ada sembilan kategori yang terbentuk 
dari sintesis hasil­hasil penelitian dalam 
Tabel 2, yaitu ketidakpastian dan simplifi­
kasi ketentuan, akuntabilitas pengelolaan 
keuang an negara, peningkatan daya tukar 
pemerintah, transparansi sistem perpajakan, 
akses informasi melalui sosialisasi dan edu­
kasi wajib pajak, ketegasan dalam penegakan 
hukum, pemahaman bisnis wajib pajak, tarif 
pajak yang tinggi, serta integritas dan kinerja 
layanan petugas pajak. Sembilan kategorisa­
si tersebut merupakan bagian dari pengala­
man­pengalaman mereka melaksanakan 
kewajiban pajak dengan Self Assessement. 
Hasil temuan penelitian mengindentifikasi 
adanya hambatan­hambatan yang ditemui 
wajib pajak dalam menjalankan kewajiban 
perpajakan mereka secara self assessment. 
Self assessment mewajibkan wajib 
pa jak melaksanakan kewajiban pajaknya 
sendiri, sedangkan peran petugas pajak ha­
nya memberikan pendampingan jika wajib 
pajak mengalami kesulitan dalam melak­
sanakan kewajiban pajak mereka. Selain 
itu, petugas pajak dalam sistem tersebut 
hanya akan menguji kepatuhan wajib pajak 
dengan program pemeriksaan untuk men­
jalankan pengawasan kepatuhan pajak. Self 
assessment yang merupakan representasi 
dari voluntary compliance akan memberikan 
situasi dilematis ketika wajib pajak diminta 
untuk melaksanakan kewajiban pajaknya 
sendiri tetapi sistem perpajakan baik desain 
maupun operasional belum mendukung 
penuh pelaksanaan pemungutan pajak se­
cara self assessment. Salah satu kategori 
dalam Tabel 2 menjelaskan bahwa wajib pa­
jak mempertanyakan kinerja pertanggung­
jawaban pengelolaan keuangan negara yang 
sumber terbesarnya berasal dari pajak di 
tengah maraknya kasus korupsi oleh pe­
jabat publik (Khlif, Guidara, & Hussainey, 
2016). Dalam pandangannya Chyz (2013) 
dan Fox, Luna, & Schaur (2014) menjelas­
kan bahwa rakyat umumnya tidak akan 
memberontak apabila pemerintah menaik­
kan tarif pajak sepanjang kenaikan tarif pa­
jak tersebut digunakan untuk menciptakan 
sarana dan prasarana publik yang memadai. 
Kondisi tersebut juga menjelaskan 
ka tegori lainnya yang mempertanyakan 
lemahnya daya tukar pemerintah yang diberi­
kan kepada wajib pajak sebagai kompensasi 
atas pembayaran pajak mereka. Beberapa 
peneliti mengatakan bahwa bagi wajib pajak, 
pajak tidak terelakkan dalam hidup mere­
ka (Busler, 2013; Christensen, 2011; Dinis, 
Martins, & Lopes, 2017; Kourdoumpalou & 
Karagiorgos, 2012; Martins, 2015). Meski­
pun demikian, banyak dari mereka yang 
tidak mau membayar pajak. Mereka mu­
lai mengaitkan antara cost dan benefit dari 
pembayaran pajak. Bahkan, berapa jumlah 
yang harus mereka hemat dengan man­
faat yang mereka telah terima. Pemahaman 
tersebut berangkat dari asumsi rasional ber­
dasarkan pendekatan tradisio nal ekonomi, 
di mana wajib pajak akan mempertimbang­
kan apakah utilitas membayar pajak de­
ngan jujur lebih besar dibandingkan dengan 
sanksi yang harus diterima ketika tindakan 
kecurangan pajak tersebut terdeteksi (Black­
burn, Bose, & Capasso, 2012).
Hal lain yang juga menjadi perhatian 
wajib pajak adalah ketentuan undang­un­
dang perpajakan yang kompleks dan sulit 
dipahami khususnya bagi wajib pajak orang 
pribadi pelaku UMKM. Chittenden & Foster 
(2008) mengatakan bahwa “...simplicity is 
an important when assessing the fairness of 
tax systems...”. Ketentuan perpajakan yang 
kompleks akan membuka peluang terjadi­
nya penghindaran pajak dan penggelapan 
pajak sehingga memunculkan dilema bagi 
wajib pajak yang cenderung patuh (Sausgru­
ber & Tyran, 2014). Selain itu, kompleksitas 
dalam sistem perpajakan memunculkan tin­
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dakan spekulasi dan memberikan ketidak­
pastian kepada wajib pajak dalam melak­
sanakan kewajibannya (Alm, Cherry, Jones, 
& McKee, 2010; Isa, 2014; Wrede, 2014).
Hasil sintesis dua: ketidakadilan da-
lam ber-self assessment. Penelitian ini 
mendapatkan simpulan awal bahwa sistem 
pemungutan pajak dengan self assessment 
sebagai representasi dari voluntary com-
pliance bukanlah hal mudah untuk diim­
plementasikan oleh wajib pajak. Setelah 
mengidentifikasi hambatan­hambatan yang 
ditemui wajib pajak dalam ber­self assess-
ment, sintesis tahap dua dalam penelitian 
membuat kategorisasi yang lebih men­
dalam lagi berdasarkan hasil identifikasi 
awal, seperti dalam penjelasan berikut ini.
Ketidakadilan akses informasi. Tiga 
unsur yang membentuk ketidakadilan akses 
informasi berkaitan dengan adanya ketidak­
pastian dan simplifikasi ketentuan perpaja­
kan, transparansi sistem perpajakan, serta 
sosialisasi dan edukasi wajib pajak. Keti­
dakadilan dari ketiga hal tersebut mencip­
takan kompleksitas, varian, dan ambiguitas 
ketentuan perpajakan, tanpa diikuti dengan 
keterbukaan akses informasi oleh otoritas 
perpajakan. Akibatnya, timbul ketidakseim­
bangan informasi yang menyulitkan wajib 
pajak melaksanakan kewajibannya dan me­
mahami hak mereka. 
Sejumlah peneliti (Bekoe, Danquah, 
& Senahey, 2016; George & Reddy, 2015; 
Grace, 2018; Isa, 2014) mengungkapkan 
bahwa ketika wajib pajak dihadapkan pada 
kompleksitas ketentuan perpajakan dalam 
sistem self assessment, kondisi tersebut 
akan berdampak pada perilaku kepatuhan 
mereka. Hal tersebut dirasakan oleh peru­
sahaan­perusahaan kecil di Malaysia yang 
mengalami kesulitan dalam menghitung 
pajak terutang dan menyusun laporan 
keuang an. Kondisi tersebut dapat menim­
bulkan ketidakpastian bagi wajib pajak da­
lam menjalankan kewajiban perpajakannya. 
Keruwetan tersebut memberikan dampak 
yang signifikan bagi sikap wajib pajak untuk 
patuh. Bahwa, ketika wajib pajak memba­
yar dan melaporkan pajak terutang semakin 
rendah, hal tersebut sebagai penanda ada­
nya keragu­raguan yang dialami wajib pajak 
(Alm, Jones, Cherry, & McKee, 2010) 
Selain masalah kompleksitas dan am­
biguitas yang menimbulkan ketidakpastian, 
wajib pajak juga mengalami ketidakadilan 
dalam penguasaan informasi. Minimnya 
upaya petugas pajak untuk mencerdaskan 
pengetahuan perpajakan wajib pajak dira­
sakan wajib pajak dalam temuan awal se­
belumnya. Padahal, sosialisasi dan edukasi 
merupakan bagian dari komunikasi kebija­
kan (policy announcement). Informasi akan 
membentuk pengetahuan wajib pajak yang 
memudahkan dalam melaksanakan kewa­
jiban pajak mereka. Seperti dijelaskan oleh 
Yee, Moorthy, & Soon (2017) bahwa upaya 
untuk meningkatkan kapasitas informasi 
wajib pajak akan membantu membentuk 
kualitas pengetahuan wajib pajak mengenai 
sistem dan ketentuan­ketentuan perpajakan. 
Dalam penelitiannya Yee, Moorthy, & 
Soon (2017) menemukan adanya pe ngaruh 
pengetahuan dengan moralitas wajib pajak. 
Oleh karena itu, penelitian tersebut memberi 
informasi perlunya peningkat an kinerja so­
sialisasi dan edukasi sistem dan ketentuan 
perpajakan kepada wajib pajak untuk men­
dongkrak perilaku mo ral pengusaha mem­
bayar pungutan pajak dalam menjalankan 
amanat perpajakan mereka. Akses informasi 
seluas­luasnya yang disediakan oleh otoritas 
pemungut pajak menjadi andalan wajib pa­
jak dalam melaksanakan kepatuhan pajak 
mereka. 
Bernasconi, Corazzini, & Seri (2014) 
menjelaskan bahwa terkadang wajib pa­
jak tidak peduli dengan masalah tarif pajak 
sepanjang mereka mendapatkan sosialisa­
si dan edukasi mengenai ketentuan un­
dang­undang perpajakan. Bagi wajib pajak 
penguasaan informasi perpajakan baik itu 
sistem maupun ketentuan perpajakan dapat 
menekan perilaku penghindaran pajak agre­
sif mereka. Sejalan dengan pernyataan terse­
but, Prinz, Muehlbacher, & Kirchler (2014) 
dan Pellizzari & Rizzi (2014) menyatakan 
bahwa kualitas pelayanan petugas pajak 
dalam memberikan sosialisasi dan edukasi 
kepada wajib pajak berpengaruh signifikan 
dalam mengurangi ketidakpastian wajib 
pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan 
mereka. 
Pada intinya kemudahan akses infor­
masi menjadi yang utama bagi wajib pajak 
dalam menjalankan self assessment. Minim­
nya akses dan penguasaan informasi hanya 
menjadikan self assessment sebagai alat bagi 
wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. 
Ketidakadilan pertukaran ekonomi. 
Ketidakadilan pertukaran ekonomi berkaitan 
dengan kompensasi yang diterima oleh wajib 
pajak dalam bentuk kebijakan publik yang 
berkaitan dengan ketersediaan sarana dan 
prasarana umum yang memadai dan akun­
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tabilitas (accountability) pengelolaan keuang­
an negara. Penelitian Yee, Moorthy, & Soon 
(2017) berangkat dari suatu pandangan bah­
wa wajib pajak mempersepsikan penggelap­
an pajak sebagai tindakan yang dibenarkan 
jika dikaitkan dengan permasalahan dalam 
keadilan pajak, pengetahuan pajak, penegak­
an hukum, dan pertukaran sosial. Sementa­
ra itu, sejumlah penelitian (Gemmell & Has­
seldine, 2014; Torgler, Lamberton, De Neve, 
& Norton, 2017; Nkundabanyanga, et al., 
2017; Solano Garcia, 2017; Torgler, 2016) 
juga memberikan penekanan pada trans­
paransi dan akuntabilitas pemerintah yang 
baik dalam menyelenggarakan sistem per­
pajakan dan pengelolaan keuangan negara 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Bagi wajib pajak pembayaran pajak 
mereka identik dengan ketersediaan fasilitas 
publik yang memadai. Pernyataan tersebut 
sejalan dengan definisi pajak, yakni peneri­
maan pajak digunakan sebesar­besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. Vossler & Gil­
patric (2018) menjelaskan adanya kontrak 
psikologis (psychological tax contract) antara 
wajib pajak dan pemerintah dapat mem­
pengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan kontrak psikologis tersebut, 
wajib pajak akan melaporkan penghasilan­
nya dengan jujur ketika mereka menerima 
fasilitas publik yang memadai. Pernyataan 
ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman 
bahwa hubungan pemerintah dan pemba­
yar pajak adalah hubungan pertukaran (ex-
change relationship). Dari perspektif psikolo­
gi sosial dikatakan bahwa kepuasan individu 
dalam konsep hubungan pertukaran terjadi 
apabila masing­masing pihak menerima ha­
sil pertukaran yang setara (Ilzetzki, 2018). 
Dalam penelitiannya Ilzetzki (2018) 
menjelaskan bahwa penghindaran pajak 
semakin tinggi manakala wajib pajak mera­
sakan ketidakadilan dalam redistribusi (dis-
tributive justice) penerimaan pajak. Wajib 
pajak menginginkan pertukaran atau tim­
bal balik yang setara atas apa yang mere­
ka bayarkan melalui ketersediaan fasilitas 
publik yang memadai. Keadilan distributif 
menjadi salah satu penentu kepatuhan wa­
jib pajak karena menyangkut kompensasi 
atas pembayaran pajak yang diterima wa­
jib pajak dalam bentuk kualitas pelayanan 
publik yang memadai (Battisti & Deakins, 
2018; Eccleston & Gray, 2014; Hofmann, 
Gangl, Kirchler, & Stark, 2014; Lamantia 
& Pezzino, 2018;  Shafer & Wang, 2017). 
Dimensi lain dalam ketidakadilan per­
tukaran ekonomi adalah akuntabilitas pe­
ngelolaan keuangan negara. Shy & Stenbac­
ka (2017) membeberkan kepatuhan wajib pa­
jak dan menurunnya kepercayaan wajib pa­
jak karena kegagalan pemerintah mengelola 
dana publik dengan adanya kasus korupsi. 
Bagi wajib pajak korupsi adalah kesalahan 
dalam implementasi good governance. Good 
public governance atau tata pemerintahan 
yang baik menunjukkan pengaruh positif ter­
hadap kepercayaan wajib pajak kepada pe­
merintah yang menjadi motivasi untuk ber­
perilaku patuh (Sitardja & Dwimulyani, 2016) 
Goncharov & Jacob (2014) memandang 
bahwa kewajiban perpajakan adalah bagian 
dari tindakan sosial, di mana keputusan 
pembayaran pajak individu dipe ngaruhi oleh 
kejujuran orang lain, termasuk petugas pa­
jak itu sendiri. Selain itu, mereka menam­
bahkan adanya keterkaitan antara kejujur­
an wajib pajak dengan akuntabilitas peme­
rintah dalam mengelola dana publik. Ketika 
pemerintah tidak efisien dan efektif dalam 
mengelola uang negara dan tidak responsif 
terhadap keinginan wajib pajak, hal terse­
but akan berdampak pada keinginan me­
reka untuk patuh. Aspek lain dari keadilan 
pertukaran ekonomi berkaitan dengan ki­
nerja pelayanan fiskus. Syakura & Barid­
wan (2014) dan Wihantoro, Lowe, Cooper, 
& Manochin (2015) menyatakan adanya pe­
ngaruh baik tidaknya layanan yang diberi­
kan Kantor Pelayanan Pajak terhadap keta­
atan wajib pajak adalah termasuk integritas 
dan profesionali tas petugas pajak. Integritas 
dan profesio nalisme yang dituntut melekat 
dalam individu petugas pajak berkaitan de­
ngan penegakan hukum yang berkeadilan 
dan keseragaman standar kepatuhan wajib 
pajak (Yee, Moorthy, & Soon, 2017).
Pada intinya wajib pajak tetap menun­
tut agar mereka dapat merasakan kompen­
sasi dari pembayaran pajak yang mereka 
lakukan. Wajib pajak menyadari bahwa 
membayar pajak adalah jalan bagi mereka 
untuk merasakan demokrasi dalam konsep 
bernegara. Demokrasi memberikan hak bagi 
wajib pajak untuk ikut menentukan kebija­
kan pemanfaatan pembayaran pajak yang 
mereka tunaikan sekaligus menuntut per­
tanggungjawaban pengelolaan penerimaan 
pajak kepada pemerintah. 
Ketidakadilan perlakuan hukum. 
Legalitas pemungutan pajak wajib diikuti 
dengan penegakan hukum. Kecenderungan 
yang muncul yaitu petugas pajak tidak te­
gas dalam penindakan dan penegakan hu­
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kum perpajakan. Banyak pembayar pajak 
kategori kuat dalam penghasilan, mereka 
membayar lebih kecil dari yang harus me­
reka bayar, bahkan sampai tidak memba­
yar pajak. Ketidakadilan dalam perlakuan 
hukum menimbulkan keberadaan “penum­
pang gelap” alias free rider. Tidak membayar 
pajak, tetapi tidak dihukum, bahkan menik­
mati sarana dan prasarana umum. Kondi­
si demikian jelas dapat melemahkan wajib 
pajak lain yang karena takut dan khawatir 
de ngan konsekuensi hukum di masa yang 
akan datang, lebih memilih untuk melak­
sanakan kewajibannya sesuai aturan yang 
berlaku.
 Dalam pandangan Malkawi & Haloush 
(2008) pemerintah seharusnya memperlaku­
kan wajib pajak sebagai klien, bukan se­
bagai musuh, dengan tetap melaksanakan 
penegakan hukum secara adil dan menun­
jukkan empati kepada keadaan wajib pajak, 
mengedepankan komunikasi, dan senan­
tiasa berusaha untuk mendapatkan keper­
cayaan wajib pajak. Relevansi penegakan 
hukum dan kepatuhan pajak sebenarnya 
berpijak pada model kepatuhan tradisonal 
yang pelan­pelan mulai dipinggirkan. Efekti­
vitas penegakan hukum hanya berhasil apa­
bila petugas pajak tegas dan komitmen un­
tuk menghukum atas pelanggaran wajib pa­
jak berdasarkan keadaan yang sebenar nya 
(Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Mereka kem­
bali menegaskan bahwa ketika petugas pa­
jak mampu menjalankan penegakan hukum 
yang ketat, akan meningkatkan kepatuh­
an wajib pajak. Hal ini karena bagi mereka 
penegakan hukum yang tidak pandang bulu 
justru akan menciptakan kepercayaan wajib 
pajak. Penegakan hukum yang lemah mem­
berikan dampak bagi kepatuhan pajak. Ke­
tika otoritas pajak memberikan kewenang­
an aktif kepada wajib pajak untuk melak­
sanakan kewajiban pajaknya sendiri tanpa 
bergantung pada ketetapan, konsekuensi­
nya adalah penegakan hukum menjadi alat 
untuk mendukung kepatuhan wajib pajak 
yang dilaksanakan sendiri. Tanpa penegakan 
hukum yang adil, self assessment menjadi 
peluang bagi ketidakpatuhan wajib pajak. 
Pembentukan tema: kepatuhan pa-
jak berkomitmen (commitment compli-
ance). Satu sisi wajib pajak diminta mem­
bayar pajak sendiri dengan sukarela, tetapi 
pada sisi lain wajib pajak dihadapkan pada 
situasi yang tidak kondusif seperti yang te­
lah digambarkan pada pemaparan sebelum­
nya. Sementara itu, pemerintah memegang 
kendali untuk memaksa wajib pajak melak­
sanakan kewajibannya dengan memberi­
kan konsekuensi hukum. Dua situasi yang 
berkontradiksi tersebut telah mempengaruhi 
kepercayaan wajib pajak kepada pemerin­
tah dan otoritas pemungut pajak. Hal terse­
but ditegaskan oleh Serima, İnamb, & Mu­
ratc (2014) yang mengatakan bahwa “…two 
forms of compliance, whereas voluntary com-
pliance is driven by trust in tax authorities, 
enforced compliance depends on the power of 
authori ties...”. Kepercayaan adalah pengen­
dali kepatuhan sukarela, sedangkan penega­
kan hukum merupakan otoritas pemerintah.
Kepatuhan pajak bukanlah sebuah 
pertaruhan, tetapi merupakan sebuah per­
mainan yang melibatkan aktor­aktor de ngan 
peran masing­masing. Masing­ma sing aktor, 
yaitu petugas pajak dan wajib pajak saling 
mengamati dan melakukan penyesuaian pe­
rilaku berdasarkan hasil pengamatan me­
reka (Brink & white, 2015; Cook, Easterday, 
& Webber, 2017; Smeal & Rackliffe, 2018; 
Tassin, 2017). Tindakan tersebut oleh Cow­
ell, Hinde, Broner, & Aldridge (2013) disebut 
sebagai tindakan saling berbalas (reciprocity 
action). Ketika dalam interpretasi wajib pa­
jak, tindakan petugas pajak dianggap nega­
tif, wajib pajak akan membalasnya dengan 
tindakan negatif yang sama. Demikian juga 
sebaliknya. 
Dalam situasi tersebut self assessment 
tidaklah dapat terimplementasi dengan baik. 
Hal ini terjadi karena bagi wajib pajak self 
assessment dipandang sebagai sistem yang 
ideal manakala lingkungan sistem perpajak­
an mendukung proses mereka. Dukungan 
sistem ini dapat menciptakan kepatuhan 
sukarela.
Empat jenis ketidakadilan pada Gam­
bar 1 terbentuk sebagai hasil kategorisasi 
dan sintesis data tahap kedua dalam pene­
litian ini adalah ketidakadilan akses infor­
masi, ketidakadilan pertukaran ekonomi, 
ketidakadilan penegakan hukum, dan keti­
dakadilan dalam desain sistem perpajakan. 
Ketidakadilan akses informasi berkaitan de­
ngan keterbukaan (openness) pemerintah da­
lam menjalankan sistem perpajakan dalam 
bentuk ketersedian informasi yang cu kup 
untuk wajib pajak, simplifikasi ketentuan 
perpajakan untuk mengurangi ketidakpas­
tian wajib pajak dalam menjalankan kewa­
jiban perpajakan. Ketidakadilan pertukaran 
hukum berkaitan dengan kesamaan dalam 
penegakan hukum antarwajib pajak (consis-
tency). Ketidakadilan dalam sistem perpaja­
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kan adalah dalam bentuk tarif pajak yang 
tinggi dan sistem pemajakan yang belum ra­
mah terhadap bisnis wajib pajak (fairness). 
Dalam paradigma tradisional perilaku 
wajib pajak dianalisis sebagai individu yang 
berpotensi melakukan tindakan kejahatan 
sehingga pemerintah perlu mengantisipasi 
dengan pemeriksaan dan pemberian sanksi 
(Alm, Cherry, Jones, & McKee, 2010; Faizal, 
Palil, Maelah, & Ramli, 2017; Jimenez & Iyer, 
2016; Pickhardt & Prinz, 2014). Pandangan 
tersebut jelas merugikan wajib pajak, kare­
na menjadikan wajib pajak sebagai pihak 
yang hanya mempunyai kewajiban tanpa 
boleh menuntut hak sebagai kompensasi 
atas pembayaran pajak tersebut. 
Ketika wajib pajak melalaikan kewa­
jiban pajaknya, penegakan hukum ada­
lah ganjaran atas tindakan tersebut. Cara 
pandang tersebut berpijak pada kepatuhan 
memaksa atau enforce compliance. Sesung­
guhnya, kewajiban perpajakan dalam sudut 
pandang sosial dapat timbul karena adanya 
kesepakatan antara wajib pajak dan peme­
rintah yang diwakili oleh otoritas pajak. Bagi 
pembayar pajak kepatuhan pajak berbasis 
sanksi harus diterapkan ketika semua aspek 
berjalan adil sehingga tidak ada anggapan 
bahwa sanksi hanya tebang pilih untuk wa­
jib pajak tertentu, dan masing­masing pihak 
yang bersepakat dalam perjanjian tersebut 
tidak merasa dirugikan.
Keterlibatan wajib pajak dan pemerin­
tah dalam kontrak sosial menyebabkan 
masing­masing pihak akan berupaya un­
tuk mempertahankan hubungan agar dapat 
merasakan manfaat melalui kontrak terse­
but. Oleh karena itu, penting menghadir­
kan peran komitmen dalam hubungan an­
tara wajib pajak dan pemerintah untuk 
menciptakan kinerja kepatuhan pajak ting­
gi yang hasilnya dapat dirasakan melalui 
keberpihakan kebijakan publik terhadap 
kese jahteraan masyarakat pada umumnya. 
Pentingnya membangun komitmen dalam 
hubungan antara wajib pajak dan peme­
rintah ditegaskan oleh Dewit & Leahy (2015) 
dan Mascagni (2018). Mereka menggaris­
bawahi bahwa kemampuan otoritas pajak 
agar berhasil dalam mengumpulkan pajak 
sangat bergantung pada kekuatan hubung­
an wajib pajak dan konsultan pajak serta 
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seberapa kuat komitmen wajib pajak untuk 
berkontribusi demi kepentingan bersama. 
Komitmen dalam ensiklopedia Indone­
sia diartikan sebagai perjanjian atau keteri­
katan atau kontrak untuk melakukan sesu­
atu. Komitmen dapat dikatakan sebagai 
paduan dari sebuah janji, dedikasi, dan ob­
ligasi (kewajiban) dan komitmen bukanlah 
merupakan kontrak, janji, atau keterlibatan 
yang bersifat sementara tetapi jangka pan­
jang (Creedy & Gemmell, 2017; Prabhakar, 
2015; Wainwright, 2011). Komitmen dalam 
kepatuhan pajak adalah janji wajib pajak 
kepada pemerintah, dan sebaliknya janji 
pemerintah kepada wajib pajak. Wajib pa­
jak berjanji untuk menciptakan kepatuhan 
pajak yang sesuai ketentuan perpajakan. 
Demikian juga pemerintah wajib mematuhi 
janjinya untuk menciptakan kebijakan pu­
blik yang dapat menjamin ketersediaan sa­
rana dan prasarana umum yang berkualitas 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
Komitmen selalu menjadi objek pe­
nelitian untuk mengkaji kuat atau tidak­
nya sebuah hubungan. Misalnya penelitian 
Shevlin, Thornock, & Williams (2017) yang 
menganalisis komitmen dalam hubungan 
perusahaan atau penelitian Scott, Cavana, 
& Cameron (2016) dalam hubungan antara 
profesional dan klien. Kedua penelitian ini 
berusaha memahami makna komitmen da­
lam melanggengkan hubungan mereka de­
ngan pasien dan para kliennya. Mengutip 
pendapat Mascagni (2018), unsur­unsur 
yang terlibat dalam komitmen yaitu keper­
cayaan, keinginan, dan kesetiaan. Senada 
dengan uraian tersebut, juga menjelaskan 
bahwa komitmen adalah janji untuk dija­
ga yang berarti kepercayaan, rasa dedikasi 
yang berarti pengabdian, dan rasa kesetiaan 
yang berarti kepatuhan atau ketaatan. Dua 
penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 
tiga unsur dalam komitmen adalah keper­
cayaan, pengabdian, dan kesetiaan. 
Hubungan pemerintah sebagai bagian 
dari otoritas pemungut pajak dengan wa­
jib pajak sebagai pembayar pajak dapat di­
analogikan dengan hubungan antara penjual 
dan pelanggan. Eisend (2015) dan Elbra & 
Miklen (2017) dalam penelitian Frow (2000) 
menjelaskan bahwa sebagai penjual mere­
ka menghadapi kesulitan dalam memperta­
hankan hubungan dengan pelanggan. De­
mikian juga bagi otoritas pemungut pajak, 
tidak mudah mempertahankan hubungan 
dengan wajib pajak. Grace (2018) menambah­
kan pentingnya meninggalkan konsep mem­
pertahankan suatu hubungan secara koersif 
karena memiliki kewenangan secara hukum. 
Sudah saatnya membangun hubungan de­
ngan melibatkan kepercayaan dan komit­
men untuk mengembangkan dan memper­
tahankan suatu hubungan yang kooperatif.
Dalam konteks penelitian ini keper­
cayaan wajib pajak dalam pandangan Sa­
vitri & Musfialdy (2016) akan tercermin 
dari penerimaan mereka terhadap regula­
si. Akan tetapi, sebelum kepercayaan wajib 
pajak tercipta, pemerintah harus mema­
hami cara memperlakukan wajib pajak de­
ngan hormat karena dalam hubungan kon­
trak tidak ada yang inferior. Beberapa pe­
neliti (Abdixhiku, Krasniqi, Pugh, & Hashi, 
2017; Ahamed, 2016; Dharmapala, 2016) 
menambahkan bahwa membentuk kepatuh­
an wajib pajak jika hanya mengandalkan 
pendekatan tradisional melalui penegakan 
hukum tidak akan efektif. Selain itu, mere­
ka lebih menekankan pada kepercayaan 
terhadap sistem perpajakan sebagai alat 
untuk membangun kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian ini menjadikan kepercayaan se­
bagai bagian penting yang dapat mengen­
dalikan perilaku kepatuhan pajak mereka. 
Keinginan atau kepatuhan untuk 
melaksanakan kewajiban pajak relevan 
dengan niat. Niat wajib pajak untuk patuh 
kerap kali dikaitkan dengan teori perilaku 
yang direncanakan. Menurut Ajzen (1991) 
teori yang dihasilkan tersebut menggu­
nakan situasi yang terjadi di luar dan di da­
lam diri individu untuk memprediksi faktor 
yang mendorong manusia berperilaku. Mi­
salnya penelitian Azmi, Sapiei, Mustapha, 
& Abdullah (2016) yang menjelaskan bahwa 
terdapat pengaruh sikap, norma subjektif, 
dan persepsi kontrol keperilakuan terhadap 
keinginan wajib pajak untuk patuh. Artinya 
sebagai pembayar pajak, mereka berkeingin­
an untuk berperilaku patuh ketika dapat 
meyakinkan dirinya bahwa apa yang menja­
di hak mereka dapat mereka terima. Misal­
nya hak akses informasi seluas­luasnya un­
tuk mendapatkan pengetahun perpajakan 
melalui edukasi dan sosialisasi atau hak un­
tuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk 
pelayanan publik yang memadai. 
Kepatuhan pajak berkomitmen memo­
sisikan wajib pajak dalam hubungan seja­
jar dengan otoritas pemungut pajak sebagai 
representasi pemerintah. Namun, hal terse­
but tidak berarti bahwa otoritas pajak me­
longgarkan penegakan kepatuh an melalui 
pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi. 
461 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 3, Desember 2018, Hlm 451-470
    
Justru dengan memosisikan wajib pajak 
dalam hubungan sejajar, otoritas pemu­
ngut pajak dapat lebih leluasa mengimple­
mentasikan strategi komunikasi yang efek­
tif dengan wajib pajak. Colliard & Hoffmann 
(2017) dan Hauptman, Horvat, & Korez­Vide 
(2014) menjelaskan pentingnya otoritas pa­
jak mengembangkan strategi komunikasi 
efektif yang difungsikan sebagai bagian pen­
egakkan kepatuhan. Otoritas pajak dapat 
memberikan peringatan dini kepada wajib 
pajak yang cenderung melakukan kecuran­
gan pajak bahwa mereka sedang di bawah 
pengawasan ketat. Peringatan ini tidak saja 
berfungsi sebagai langkah awal untuk pen­
egakkan kepatuhan dan hukum melainkan 
bentuk perhatian khusus sehingga wajib 
pajak tidak mengambil risiko tinggi jika ke­
curangan pajak tetap mereka lakukan dan 
terdeteksi oleh otoritas pajak. 
Kepatuhan yang berkomitmen bukan 
hanya sekadar menjalankan ketentuan per­
pajakan, tetapi perlu melibatkan keterikatan 
psikologis. Keterikatan psikologis dalam pe­
nelitian Beck, Lin, & Ma (2014) dan Hanlon, 
Maydew, & Thornock (2015) menjelaskan 
rangsangan seperti apresiasi dan penghar­
gaan, serta merasa diterima oleh lingkungan 
organisasi akan dapat menciptakan komit­
men karyawan sebingga para karyawan 
akan berpartisipasi aktif dan berkontribu­
si secara sukarela melebihi dari tanggung 
jawab pekerjaannya. Dalam konteks peneli­
tian ini, kepatuhan pajak berkomitmen akan 
melibatkan keterikatan psikologis antara 
semua pihak yang terlibat dalam pemenuh­
an kewajiban pajak, yaitu wajib pajak dan 
otoritas pajak, dan bahkan pemerintah se­
bagai pengelola keuangan negara yang ma­
yoritas bersumber dari pembayaran pajak. 
Sebagai bentuk penghargaan, apresiasi, dan 
bagian dari pelaksanaan tugas dan tang­
gungjawab, otoritas pajak diminta mencip­
takan sistem perpajakan yang berpihak ke­
pada wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak 
melaksanakan tanggung jawab perpajakan 
hanya sekedarnya sehingga dapat diang­
gap telah melaksanakan aturan pemerintah.
Kesetiaan dalam komitmen diartikan 
bahwa masing­masing pihak, yaitu wajib pa­
jak dan pemerintah, loyal terhadap hak dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan perpa­
jakan. Hasil analisis data memperlihatkan 
bahwa terdapat ketidakseimbangan hak yang 
seharusnya diterima oleh wajib pajak. Wa­
jib pajak merasakan adanya ketidakadilan 
akses informasi, pertukaran ekonomi, per­
lakuan hukum, dan desain ketentuan per­
pajakan. Kepatuhan menjalankan ketentu­
an perpajakan berdasarkan kemandirian 
dan kerelaan wajib pajak dalam konsep self 
assessment, tidak akan berjalan sesuai tu­
juan yang diinginkan oleh otoritas pajak, 
jika terdapat keadaan­keadaan yang menyu­
litkan pembayar pajak dalam menjalankan 
kewajiban mereka.
Beranjak dari pandangan tersebut, pe­
nelitian ini merefleksikan bahwa kepatuh­
an pajak seharusnya dibangun berdasar­
kan prinsip kepercayaan, niat baik, dan 
kesetiaan, sehingga menciptakan konsep 
kepatuh an pajak yang berkomimen (com-
mitment tax compliance). Segenap komponen 
tersebut tercermin dalam pelaksanaan kebi­
jakan, ketentuan, dan administrasi atau tata 
usaha perpajakan. Pajak tidak bisa hanya di­
pandang dari fungsi budgeter atau regulasi. 
Pajak adalah simbol kontrak atau perikatan 
antara wajib pajak, otoritas perpajakan, dan 
pemerintah. Kesepakatan yang telah terjalin 
melibatkan kepercayaan, keinginan, dan ke­
setiaan antar pihak untuk berperilaku se­
suai dengan komitmen yang menjadi tugas 
dan tanggung jawab. 
Komitmen pasca-amnesti pajak. Am­
nesti pajak dapat menjadi momentum untuk 
memperbaiki cara pandang otoritas pemung­
ut pajak kepada wajib pajak yang tidak lagi 
didasarkan pada kepatuhan yang sifatnya 
dipaksakan tetapi kepatuhan yang berkomit­
men atau commitment compliance. Namun, 
amnesti bagi wajib pajak hanyalah sebagai 
cara yang diambil untuk menghapus keti­
dakpatuhan masa lalu. Keikutsertaan wajib 
pajak semata dimotivasi untuk me ngurangi 
risiko pemeriksaan dan “mengaman kan 
diri” akibat kecurangan masa lalu. Untung 
dan rugi tetap menjadi hal terutama yang 
dilakukan sebelum keputusan amnesti pa­
jak diambil. Hal ini dapat diartikan bahwa 
kesadaran kepatuhan wajib pajak adalah 
kesadaran karena fasilitas “bebas pemerik­
saan” yang diberikan jika wajib pajak mengi­
kuti program tersebut, bukan dibangun oleh 
adanya kesadaran individu untuk kemudi­
an lebih mematuhi ketentuan perpajakan. 
Kegembiraan pemerintah karena a ­
p re siasi positif wajib pajak yang berbon­
dong­bondong mengikuti amnesti pajak 
perlu disikapi dengan bijaksana. Jika me­
nelusuri motivasi keikutsertaan wajib pa­
jak dalam program tersebut semata­mata 
karena kekhawatiran sanksi untuk kecu­
rangan masa lalu, dapat dipastikan keti­
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dakpatuhan setelah amnesti pajak tidak 
akan mengalami penurunan berarti. Apala­
gi, ketika janji amnesti untuk melakukan 
perbaikan pelayanan, peningkatan kinerja 
tanggung jawab keuangan oleh pemerintah, 
maksimalisasi sarana dan prasarana publik 
dari dana amnesti, belum dapat ditunaikan 
oleh pemerintah. Hal tersebut akan meng­
ganggu kepatuhan sukarela wajib pajak. 
Kepatuhan pajak akan sulit dilak­
sanakan berdasarkan kesadaran wajib pajak 
meskipun dengan “hadiah” pengampunan 
untuk wajib pajak. Kepatuhan pajak setelah 
dan sebelum amnesti pajak tetap bergantung 
pada kepatuhan yang berkomitmen. Dalam 
penjelasan sebelumnya, kepatuhan komit­
men adalah kepatuhan berbalasan atau 
kepatuhan yang saling bekerja sama, kare­
na masing­masing pihak mendapatkan per­
tukaran manfaat secara timbal balik. Oleh 
karena itu, penting bagi pemerintah untuk ti­
dak hanya mengandalkan program­program 
kepatuhan perpajakan yang hanya menim­
bulkan kepatuhan sesaat karena motivasi 
untuk mengurangi risiko pemeriksaan, den­
da, dan sanksi akibat perbuatan masa lalu. 
SIMPULAN
Tinjauan perspektif kepatuhan pajak 
masih menempatkan wajib pajak sebagai 
pihak yang harus bertanggung jawab dalam 
merosotnya penerimaan pajak dalam sebuah 
negara. Hambatan wajib pajak dalam ber­self 
assessment adalah ketidakadilan akses in­
formasi, ketidakadilan pertukaran ekonomi, 
ketidakadilan penegakan hukum, dan keti­
dakadilan dalam desain sistem perpajakan. 
Ketidadilan ini menciptakan ketidakseim­
bangan dalam relasi antara wajib pajak dan 
konsultan pajak. Sesungguhnya, kepatuhan 
pajak telah membangun relasi antara wajib 
pajak dan otoritas pajak. Relasi yang ter­
bangun seharusnya dipelihara oleh kedua 
belah pihak dengan menghadirkan keber­
manfaatan yang dapat dirasakan oleh kedua 
belah pihak. Wajib pajak mendapatkan hak 
dan manfaat melalui pembayaan pajak. De­
mikian pula otoritas pajak dapat memaksi­
malkan penerimaan pajak untuk negara. 
Negara melalui pemerintah yang 
berkuasa perlu menghadirkan paradigma 
kepatuhan pajak berdasarkan kemanfaatan 
resiprokal, yaitu kepatuhan pajak berlan­
daskan komitmen atau kepatuhan pajak 
berkomitmen (commitment compliance). 
Kepatuh an yang berkomitmen, berawal dari 
adanya kontrak sosial yang menciptakan 
hubungan antara wajib pajak dan pemerin­
tah yang terwakili oleh petugas pajak. Komit­
men adalah landasan berpijak dalam meng­
harmoniskan dan mempertahankan kuali­
tas hubungan wajib pajak dan pemerintah. 
Komitmen mengandung janji, dedikasi, dan 
obligasi (kewajiban). Janji masing­masing 
pihak akan melaksanakan tugas dan tang­
gung jawabnya masing­masing yang dide­
dikasikan bagi penciptaan kesejahteran ber­
sama sebagai implementasi kewajiban wajib 
pajak sebagai implementator dan pemerin­
tah sebagai regulator. Ketika masing­ma sing 
pihak berkomitmen pada janji, dedikasi, dan 
kewajibannya, kepatuhan yang berkomitmen 
ini akan mendorong wajib pajak memandang 
pemerintah atau petugas pajak adalah mitra 
bukan lawan. 
Hasil penelitian ini memberikan suatu 
pandangan baru, yaitu kepatuhan pajak 
berkomitmen untuk melandasi pencipta­
an kebijakan kepatuhan pajak. Pemerintah 
perlu menciptakan sinergitas yang melan­
dasi sistem pemungutan pajak self assess-
ment. Tanpa sinergitas yang dilandasi oleh 
komitmen antarpihak yang berelasi, self 
assessment hanya menjadi alat yang mem­
buka peluang perilaku ketidakpatuhan wa­
jib pajak. Kepatuhan pajak berkomitmen 
beranjak pada adanya suatu kontrak sosial 
antara wajib pajak dan pemerintah, di mana 
kontrak sosial tersebut telah menciptakan 
kesetaraan hubungan antarmereka. Peneli­
tian selanjutnya dapat memperluas cakup­
an hasil­hasil penelitian terdahulu untuk 
mendapatkan dasar dalam menentukan ke­
bijakan dalam perspektif yang berbeda. 
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